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Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang panduan 

bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik akan digunakan 

sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 

daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. 

Pasal 4 ayat 1 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah 

wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi 



 

 

pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat 

menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional 

memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan 

harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana 

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka 

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan 

rencana kerja pemerintah daerah dan lampiran. 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan 

keuangan daerah. 


